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saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya melakukan 
kecurangan/penjiplakan/plagiat, maka saya siap menerima sanksi akademik, 
sesuai peraturan perundangan yang berlaku 
 
 








































“A queer(in) life is self-ing the other and other-ing the self” 


















Teruntuk kita semua yang berusaha terus mendobrak 
struktur relasi kuasa yang melekat terlalu kuat di 










KATA PENGANTAR  
 
Perjuangan identitas menjadi bagian dari teori gerakan sosial baru. Ini 
merupakan perspektif baru dalam gerakan sosial dimana permasalahan dan 
kesenjangan tidak lagi dilihat dalam konteks perebutan ruang sosial dan ekonomi 
semata. Tulisan ini menjadi salah satu upaya untuk menggambarkan hal tersebut 
dengan mengangkat persoalan yang terjadi di India melalui Pasal 377, yang juga 
dikenal sebagai Undang-Undang Anti Sodomi. Pasal ini menjadi sarana bagi 
negara, melalui aparat kepolisian, untuk mengkriminalkan identitas seksualitas 
sesama jenis di India, yang  kemudian disebut dengan istilah LGBTIQ (Lesbian 
Gay Biseksual Transgender/Transeksual Interseks dan Queer). Pasal yang 
bertahan  selama hampir 150 tahun di India ini akhirnya dapat dicabut melalui 
upaya yang dilakukan Naz India, sebuah organisasi non-pemerintah yang bergerak 
di isu kesehatan seksual dan HIV/AIDS. Oleh karena itu  Strategi Naz India 
dalam Mendorong Pencabutan UU Anti Sodomi di India menjadi judul yang 
diharapkan dapat menunjukkan  bagaimana dekriminalisasi terhadap orang-orang 
LGBTIQ terjadi melalui proses pembingkaian isu kesehatan seksual MSM (Men 
Sex Men) dan efek mobilisasi isu tersebut terhadap gerakan LGBTIQ di India.  
Saya berangkat dari pemahaman gerakan sosial sebagai sebuah aksi 
kolektif yang tidak sekedar sporadis, melainkan bersifat  institusional sehingga 
aktor gerakan sosial juga merupakan aktor organisasional. Hal ini menjadi 
gerbang untuk memahami konteks keberhasilan dalam pencabutan UU Anti 
Sodomi tidak terlepas dari keberlangsungan Naz India sebagai organisasi gerakan 
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sosial -  yang pada awalnya hanya bertindak sebagai pemberi layanan – yang  
tumbuh dan berkembang di India paska liberalisasi pada 1990an. Melalui wacana 
AIDS yang mengglobal, pembingkaian isu yang dilakukan oleh Naz India tidak 
hanya menjadi hal yang bersifat strategis dalam  memobilisasi dukungan di tataran 
domestik dan internasional, namun juga diskursif; menjadi proses perdebatan 
dikalangan organisasi gerakan sosial lainnya yang juga turut mendukung 
pencabutan pasal tersebut.  
Saya sangat berterimakasih kepada orang-orang yang telah mendukung 
saya dalam menyelesaikan tulisan ini, terutama kepada ayah beserta kakak 
perempuan saya, Masdi Abdullah dan Andhika Pratiwi, karena telah  memberikan 
kepercayaan bahwa saya bisa menyelesaikan studi S1 ini; kepada Pak Nikolaus 
Loy, MA sebagai dosen pembimbing I dan juga teman terbaik selama di kampus 
untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman; kepada Ibu Sri Issundari, S.IP, M.Hum 
sebagai dosen pembimbing II; kepada Eta dan Edite sebagai rekan satu angkatan 
yang saling menyemangati selama proses bimbingan hingga pendadaran; kepada 
housemate saya Nisaul Aulia yang memberikan ruang dan kondisi yang sangat 
kondusif bagi saya untuk menulis, kepada Anam, Pines, Intan, dan Andrian di 
YIFoS (Youth Interfaith Forum on Sexuality), Bu Nursyahbani Katjasungkana, 
Kak Agustin dan Kak Lily, Angelika Levi dan tim Children of  Srikandi, Johanna 
Poethig, Kerry dan Victoria, Anna Marsiana, Gabriela Jaeger, Katherine Hermans 
yang membuat saya percaya bahwa saya bisa menjadi salah satu bagian dari 
gerakan perubahan.  
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Kepada partner perempuan saya, Vica Krisilia Larasati, terimakasih karena 
telah menjadi tempat dimana saya bisa selalu pulang. Terakhir, untuk silence, 
yang selalu menjadi media refleksi dan dialog terhadap diri.  
Saya berharap berbagai saran dan dukungan akan terus mengalir dari 
pembaca melalui perbincangan di level akademis maupun praktis, baik mengenai 
diskursus seksualitas sesama jenis maupun gerakan sosial, sehingga mendorong 
terus penelitian maupun kerja-kerja perubahan di area gender dan seksualitas 
untuk kedepannya.   
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ABVA  AIDS Bhedbhav Virodhi Andolan  
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Orientasi Seksual Ketertarikan seseorang secara seksual, emosional dan 
spiritual, baik heteroseksual, homoseksual, maupun 
biseksual 
 
Identitas gender Kecenderungan seseorang untuk mengidentifikasi dirinya 
pada gender tertentu, baik perempuan, laki-laki, transgender 
female-to-male (FtM); perempuan yang merasa dirinya laki-
laki serta transgender male-to-female (MtF); laki-laki yang 
merasa dirinya perempuan 
 
Hijra Istilah yang digunakan oleh laki-laki yang menjelaskan 
bahwa dirinya bukan perempuan dan laki-laki, namun 
sebagai gender ketiga. Hijra cenderung adalah crossdresser 
dan merupakan bagian dari komunitas budaya, sosial dan 
religius 
 
Kothi Label bagi laki-laki yang perilakunya feminin (baik untuk 
menarik perhatian partner seksual yang lebih “laki-laki” 
maupun sebagai bagian dari konstruksi gendernya) yang 
memiliki kecenderungan untuk dipenetrasi secara anal 
dan/atau oral 
 
Crossdresser  Seseorang yang berpenampilan berkebalikan dari seks 
biologis maupun peran gendernya 
 
Gay-identified man Laki-laki yang diidentifikasi karena kecenderungan perilaku 
seksual sesama jenis, baik anal seks maupun oral seks 
 
Ekspresi Gender Manifestasi seseorang terhadap gendernya, baik bersifat 
feminin maupun maskulin yang ditunjukkan melalui sikap, 
penampilan, dan perilakunya 
 
Queer  Istilah payung yang digunakan dalam menggambarkan 
variasi seksualitas yang tidak termasuk atau yang tidak mau 
disebutkan dalam istilah lesbian, gay, biseksual, transgender, 
transeksual, dan interseks. Pada perkembangannya, istilah ini 
tidak hanya mengacu pada seksualitas saja, namun juga pada 










India merupakan salah satu negara yang  berada dibawah koloni Inggris 
sejak tahun 1860 dimana Inggris memberlakukan Pasal 377 Unnatural Offences 
untuk mengkriminalkan praktik homoseksualitas dan sodomi. Pasal yang juga 
merupakan bagian dari Macaulay code ini juga berfungsi untuk meletakkan aturan 
yang beradab bagi British India karena Macaulay menganggap bahwa India 
sebagai oriental vices. Namun, pasal ini masih bertahan bahkan ketika India 
merdeka.  
Keberadaan pasal 377 tidak dapat terlepas dari bagaimana diskursus 
seksualitas non-normatif berkembang sehingga konteks historis dan sosiologis 
India dari waktu ke waktu menjadi signifikan untuk memahami bagaimana pasal 
ini kemudian menjadi alat untuk mengkriminalkan praktik seks sejenis dan juga 
LGBTIQ (Lesbian Gay Biseksual Transgender/Transeksual Interseks dan Queer).  
Berkembangnya HIV/AIDS di India pada 1990an mendorong perdebatan 
mengenai pasal ini sehingga muncul dipermukaan yang berkonsekuensi pada 
munculnya aksi kolektif untuk mencabut pasal tersebut. Berbagai organisasi 
gerakan sosial pun tumbuh dan berkembang sejalan dengan wabah HIV/AIDS 
yang menjadi ancaman bagi India. Insiden Lucknow 4 menjadi gerbang awal bagi 
Naz India sebagai organisasi non-pemerintah untuk melakukan advokasi legal 
melalui pemanfaatan struktur kesempatan politik India paska liberalisasi ekonomi.  
Petisi legal Naz India untuk mencabut pasal 377 Undang-Undang Anti 
Sodomi berefek pada mobilisasi dukungan yang masif, baik dari dalam negeri 
maupun internasional. Strategi pembingkaian isu yang dibangun menunjukkan 
bagaimana isu kesehatan seksual MSM (Men Sex Men) menjadi elemen yang 
signifikan dalam mengartikulasikan bahwa pasal 377 bertentangan dengan moral 
konstitusi. Disamping itu intervensi legal  yang juga dilakukan oleh Voice Against 
377 menjadi representasi masyarakat sipil yang menepis argumentasi yang 
disampaikan pemerintah bahwa pasal 377 penting dipertahankan untuk menjaga 
moralitas publik. Di level internasional, jaringan advokasi transnasional yang 
terbangun dengan IGLHRC (International Gay and Lesbian Human Right 
Commission) dan HRW (Human Right Watch) berkontribusi terhadap 
pembentukan agenda mengenai isu LGBT dan hak asasi manusia; prasyarat yang 
harus dimiliki oleh India sebagai negara yang demokratis dan modern.  
 
Kata kunci : Pasal 377, pembingkaian isu, jaringan advokasi transnasional, 
struktur kesempatan politik, organisasi gerakan sosial 
 
 
  
  
  
